KEPALA DESA REMBUL
KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN TEGAL
PERATURAN DESA REMBUL

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA

Menimbang : a.

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMBUL

bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan
pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan
usaha ekonomi, perlu didirikan badan usaha milik desa;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Pemerintah, Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan
Usaha Milik Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan
Usaha Milik Desa;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,



Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

11.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha
Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

12.Peraturan Desa Rembul Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Rembul (Lembaran Desa
Tahun 2019 Nomor 01);

13.Peraturan Desa Rembul Nomor 04 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 04;

14.Peraturan Desa Rembul Nomor 06 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMBUL

dan
KEPALA DESA REMBUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten
Tegal.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM
Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya
kesejahteraan masyarakat desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata
laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan
Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.

Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang
penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar
memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata
cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi
pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal
kegiatan BUM Desa.

Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM
Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan
pengawas.

Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri
oleh BUM Desa.

Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM
Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang
melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

Penyertaan Modal pemerintah Desa adalah
pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa
dalam BUM Desa.



16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari

17.

18.

kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik
BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain
yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun
tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan
memberikan manfaat atau hasil.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar
perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

BAB 1II

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 2

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Sinar

Rembulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM

Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan

dimaksud.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa
Rembul Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Rembul (BUM-Desa) Sinar Rembulan
dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Rembul.
Ditetapkan di Rembul

paﬁﬁmgggl 09 Juli 2021
DAL ’*DESA REMBUL

MBUL TAHUN 2021 NOMOR 07



LAMPIRAN PERATURAN DESA
NOMOR : 07 Tahun 2021
TANGGAL : 09 Juli 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA
SINAR REMBULAN
MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan
berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini
menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum.
Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin
penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat,
produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha
masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi
lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan
asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi
masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan
bahwa perekonomian disusun sebagai wusaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat
tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua
semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ
tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa.
Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya
kesejahteraan masing-masing individu.



BAB 1
NAMA DAN TEMPAT
KEDUDUKAN

Pasal 1
BUM Desa ini bernama BUM Desa SINAR
REMBULAN selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini
disebut BUM Desa.
BUM Desa SINAR REMBULAN berkedudukan di
Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten

Tegal

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:

a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui
pengelolaan usaha, serta pengembangan
investasi dan produktivitas perekonomian, dan
potensi Desa;

b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui
penyediaan barang dan/atau jasa serta
pemenuhan kebutuhan umum masyarakat
Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi
peningkatan pendapatan asli Desa serta
mengembangkan sebesar-besarnya manfaat
atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;

d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai
tambah atas Aset Desa; dan.

€. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di

Desa.



1)

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

BUM DesaSINAR REMBULAN menjalankan usaha

pada bidang :

a. bidang perdagangan besar dan eceranyang

meliputi:

1 46499

2 47111

PERDAGANGAN Kelompok ini mencakup usaha
BESAR perdagangan besar berbagai
BERBAGAI barang dan  perlengkapan
BARANG DAN rumah tangga lainnya, seperti
PERLENGKAPA barang-barang dari  kulit,
N RUMAH koper, alat-alat pembersih dan
TANGGA sebagainya. Termasuk
LAINNYA YTDL rekaman suara dan video
(Yang Tidak dalam kaset, CD dan DVD,
termasuk Dalam barang kimia untuk rumah
LAinya) tangga (deterjen, pembersih

lantai dan lain-lain), serta alat

peraga pendidikan.

PERDAGANGAN Kelompok ini mencakup usaha

ECERAN perdagangan eceran berbagai
BERBAGAI jenis barang kebutuhan yang
MACAM utamanya bahan
BARANG YANG makanan/makanan, minuman
UTAMANYA atau tembakau dengan harga
MAKANAN, yang sudah ditentukan serta

MINUMAN ATAU pembeli mengambil dan
TEMBAKAU DI membayar sendiri kepada kasir



3 46900
4 47213
S5 47214
6 47215

MINIMARKET/S
UPERMARKET/
HYPERMARKET

PERDAGANGAN
BESAR
BERBAGAI
MACAM
BARANG

PERDAGANGAN
ECERAN
SAYURAN

PERDAGANGAN
ECERAN HASIL
PETERNAKAN

PERDAGANGAN
ECERAN HASIL
PERIKANAN

(selfservice/swalayan).Disampi
ng itu juga dapat menjual
beberapa barang bukan
makanan seperti perabot
rumah tangga, mainan anak-
anak, dan pakaian. Misalnya
minimarket atau supermarket

atau hypermarket.

Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan besar berbagai
macam barang yang tanpa
mengkhususkan barang
tertentu (tanpa ada

kekhususan tertentu).

Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan eceran khusus
sayuran di dalam bangunan,
seperti bawang merah, bawang
putih, kentang, wortel, terong,
buncis, mentimun, labu siam,

kacang panjang dan kacang.

Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan eceran khusus
hasil peternakan di dalam
bangunan, seperti susu dan
telur, termasuk pula daging
ternak dan unggas.

Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan eceran khusus
hasil perikanan di dalam

bangunan, seperti udang segar,



ikan segar, cumi-cumi segar,
nener (benih bandeng), benur
(benih udang), benih ikan, dan

rumput laut

7 47301 PERDAGANGAN Kelompok ini mencakup usaha
ECERAN BAHAN perdagangan eceran bahan
BAKAR MINYAK, bakar minyak, bahan bakar
BAHAN BAKAR gas, LPG, atau jenis bahan
GAS (BBG), DAN bakar lain di sarana pengisian
LIQUEFIED bahan bakar untuk
PETROLEUM transportasi darat, laut, dan
GAS (LPG) DI udara (seperti SPBU, SPBG
SARANA dsb) untuk kendaraan
PENGISIAN bermotor seperti mobil dan
BAHAN BAKAR sepeda motor (misalnya bensin,
TRANSPORTASI solar, BBG, dan LPG),
DARAT, LAUT, termasuk pula bahan bakar
DAN UDARA untuk speed boat dan genset.

Biasanya kegiatan ini
dikombinasikan dengan
penjualan bahanbahan

pelumas, cooling products,
bahan-bahan pembersih dan
barangbarang lain  untuk
keperluan mobil dan sepeda

motor.

b. bidang pertanian yang meliputi:
1 01131 PERTANIAN Kelompok ini mencakup usaha
HORTIKULTUR pertanian hortikultura dan

sayuran daun mulai dari



A SAYURAN
DAUN

2 01133 PERTANIAN
HORTIKULTU
RA SAYURAN
BUAH

kegiatan pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan,
dan juga pemanenan, dan
pasca panen jika menjadi satu
kesatuan kegiatan tanaman

hortikultura sayuran yang

dipanen sekali, seperti
petsai/sawi, asparagus,
kubis/kol, kembang kol dan
brokoli, selada dan

seledri/chicory, daun bawang,
bayam, kangkung, tumbuhan
yang bunganya dimakan
sebagai sayur dan sayuran
daun dan batang lainnya.
Bayam dan kangkung yang
dipanen dengan akarnya juga
dimasukkan dalam kelompok
ini. Termasuk kegiatan
pembibitan dan pembenihan

tanaman hortikultura sayuran.

Kelompok ini mencakup usaha
pertanian hortikultura sayuran
buah mulai dari kegiatan
pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan,
juga pemanenan dan pasca
panen jika menjadi satu
kesatuan kegiatan tanaman
hortikultura buah yang dipakai

sebagai sayuran (labu), seperti



3 01302 PERTANIAN
PENGEMBAN
GBIAKAN
TANAMAN

4 01136 PERTANIAN
JAMUR

mentimun, terung, tomat,
belimbing sayur dan labu sayur
(siam), waluh/labu kuning,
gambas/oyong dan sejenisnya.
Termasuk kegiatan pembibitan
dan pembenihan tanaman

hortikultura sayuran buah.

Kelompok ini mencakup
produksi semua bibit tanaman
secara  vegetatif termasuk
batang stek, potongan dan
pembibitan untuk
kelangsungan

pengembangbiakan tanaman
atau membuat batang okulasi
tanaman pada keturunannya
terpilih yang diokulasi yang
pada akhirnya ditanam untuk
menghasilkan tanaman.
Termasuk kegiatan
penanaman tumbuhan untuk
ditanam kembali, penanaman
tumbuhan hidup untuk umbi-
umbian, akar-akaran;
pemotongan, stek dan
cangkokan; spawn jamur dan
kebun bibit tanaman, kecuali

kebun bibit tanaman hutan.
Kelompok ini mencakup usaha
pertanian jamur mulai dari

kegiatan pengolahan lahan,



5 01619

6 01270

JASA
PENUNJANG
PERTANIAN
LAINNYA

PERTANIAN
TANAMAN
UNTUK
BAHAN
MINUMAN

penanaman, pemeliharaan,
juga pemanenan dan pasca
panen jika menjadi satu
kesatuan kegiatan tanaman
jamur dan truffle, seperti jamur
merang, jamur tiram, jamur
shitake, jamur kuping dan
sejenisnya. Termasuk kegiatan
pembibitan dan pembenihan

tanaman jamur.

Kelompok ini mencakup jasa
penunjang pertanian lainnya
yang belum termasuk dalam
kelompok jasa  penunjang
pertanian di atas, seperti
penyelenggaraan
pengairan/penyiraman  serta
penyediaan alat pertanian
berikut operatornya,
pemeliharaan dan perawatan
alat pertanian atas dasar balas
jasa (fee) atau  kontrak.
Penyewaan khusus alat
pertanian tanpa operatornya
dimasukkan dalam 77305

Kelompok ini mencakup usaha
pertanian mulai dari kegiatan
pengolahan lahan,
penyemaian, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan dan

pemanenan tanaman untuk



7 01301 PERTANIAN
TANAMAN
HIAS

bahan minuman, seperti
tanaman kopi, teh, mate dan
kakao. Termasuk kegiatan

pembibitan dan pembenihan

tanaman untuk bahan
minuman
Kelompok ini mencakup

pertanian atau budidaya
tanaman hias daun dan
tanaman hias bunga hidup,

seperti bonsai, suplir, kuping

gajah, heliconia (pisang-
pisangan), dracaena,
phylodendrom, monstera,

cordyline, anthurium daun,
pakis, aglonema, difenbacia,
sansifera (lidah mertua),
caladium (keladi), palem dan
tanaman hias bunga, seperti
anggrek, mawar, adenium
(kaboja jepang, anthurium
bunga, euphorbia, ixora (soka)
dan tanaman bunga lainnya.
Termasuk penanaman
tumbuhan untuk tujuan
ornamen dan tanah berumput

untuk transplantasi.



c. bidang perternakan yang meliputi:

1

3

4

0141

014

01462

01441

PETERNAKAN
SAPI DAN
KERBAU

PETERNAKAN

BUDIDAYA
AYAM RAS
PETELUR

PEMBIBITAN
DAN
BUDIDAYA
DOMBA
POTONG

Subgolongan ini mencakup : -
Pembibitan dan budidaya sapi
dan kerbau - Produksi susu
sapi dan kerbau - Produksi
semen dan embrio sapi dan

kerbau.

Golongan ini mencakup
budidaya dan  pembibitan
hewan ternak, unggas,
serangga, binatang
melata/reptil, cacing, hewan
peliharaan. Termasuk
budidaya hewan untuk diambil
hasilnya seperti bulu, telur,
susu, madu dan lilin lebah dan

kepompong ulat sutera

Kelompok ini mencakup usaha
peternakan yang
menyelenggarakan  budidaya
ayam ras untuk menghasilkan

telur konsumsi dan lainnya

Kelompok ini mencakup usaha
peternakan yang melakukan
kegiatan pembibitan domba
potong untuk menghasilkan
ternak bibit domba potong,
semen dan embrio dan
kegiatan  budidaya domba

potong berupa



5

01442 PEMBIBITAN
DAN
BUDIDAYA
KAMBING
POTONG

pengembangbiakan untuk
menghasilkan anak atau calon
indukan dan penggemukan
untuk menghasilkan calon

domba siap potong

Kelompok ini mencakup usaha
peternakan yang melakukan
kegiatan pembibitan kambing
potong untuk menghasilkan
ternak bibit kambing potong,
semen dan embrio dan
kegiatan budidaya kambing
potong berupa
pengembangbiakan untuk
menghasilkan anak atau calon
indukan dan penggemukan
untuk menghasilkan calon

kambing siap potong

d. bidang air bersih yang meliputi:

1

36003 AKTIVITAS
PENUNJANG
PENGELOLAAN
AIR

Kelompok ini mencakup usaha
atau kegiatan yang secara
langsung berhubungan dengan
usaha pengadaan dan
penyaluran air bersih, seperti
jasa pencatatan meteran,
pemberian tagihan dan
kegiatan penunjang lainnya.
Kegiatan pada kelompok ini
termasuk distribusi air yang

dilakukan perorangan seperti



pedagang air pikulan/

dorongan/ mobil tangki.

e. bidang pengelolaan sampah yang meliputi:

1 38211 PENGELOLAAN
DAN
PEMBUANGAN
SAMPAH TIDAK
BERBAHAYA

f. Bidang Perikanan
1 03221 PEMBESARAN
IKAN AIR TAWAR
DI KOLAM

Kelompok ini mencakup usaha
pengopersian lahan  untuk
pembuangan sampah yang
tidak berbahaya, pembuangan
sampah yang tidak berbahaya
melalui  pembakaran  atau
metode lain dengan atau tanpa
menghasilkan produk berupa
listrik atau uap, bahan bakar
substitusi, biogas, abu atau
produk ikutan lainnya untuk
kegunaan lebih lanjut, dan
sebagainya dan pengelolaan
sampah organik untuk

pembuangan.

Kelompok ini mencakup usaha
atau kegiatan pemeliharaan
dan pembesaran serta
pemanenan ikan = bersirip,
mollusca, crustacea, katak dan
biota air tawar lainnya seperti
buaya, labi-labi, kura-kura,
sidat, patin, ikan mas, nila,
gurame, lele, lobster air tawar,
dan udang galah di kolam
tanah/kolam semen /kolam
terpal. Termasuk pembesaran
ikan tawar di bak, tong atau
drum.



2 03225BUDIDAYA IKAN
HIAS AIR TAWAR

3 03226 PEMBENIHAN
IKAN AIR TAWAR

Bidang Industri

1 10312INDUSTRI
PELUMATAN

Kelompok ini mencakup usaha
pembenihan, pemeliharaan,
pembesaran dan pemanenan
ikan hias air tawar dengan
menggunakan lahan, perairan
dan fasilitas buatan lainnya
seperti ikan diskus, botia, mas
koki, mas koi, arwana, black
ghost, cupang, silver dollar,
palmas, rainbow, tetra,
diamond tetra, barnabus fish
dan manfish. Termasuk juga
budidaya tanaman hias air
tawar, seperti cabomba, egeria
densa, cryptocoryne

longicauda, anubias.

Kelompok ini mencakup usaha
atau kegiatan pembenihan
(produksi induk, telur, larva
sampai dengan benih siap
tebar), ikan bersirip, mollusca,
crustacea dan biota air tawar
lainnya di air tawar. Contohnya
patin, ikan mas, lele, gurame,
lobster air tawar, nila, katak,

dan buaya.

Kelompok ini mencakup usaha

pengawetan buah-buahan dan



BUAH-BUAHAN sayuran dengan proses

DAN SAYURAN

2 10793INDUSTRI

pelumatan, baik dalam bentuk
kemasan ataupun tidak,
seperti selai mangga, jelly

murbai, dan cabe giling.

Kelompok ini mencakup usaha

MAKANAN DARI pembuatan makanan dari

KEDELE DAN
KACANG-
KACANGAN
LAINNYA
BUKAN KECAP,
TEMPE DAN
TAHU

3 11051INDUSTRI AIR
KEMASAN

kedele/kacangkacangan

lainnya bukan kecap dan
tempe, seperti keripik/peyek
dari kacang-kacangan, daging
sintetis, kacang kapri, kacang
asin, kacang telur, kacang
sukro, kacang bogor, kacang
atom, kacang mete dan enting-
enting. Termasuk  produk
protein kedelai dan texturized

vegetable protein.

Kelompok ini mencakup usaha
industri yang melakukan
proses pengolahan air baku
menjadi air minum yang
dikemas dan siap dikonsumsi
langsung, mengandung
mineral ataupun tidak, dengan
atau tanpa penambahan gas
seperti O2 ataupun CO2,
dengan atau tanpa

penambahan mineral.



4 16293 INDUSTRI
KERAJINAN
UKIRAN DARI
KAYU BUKAN
MEBELLER

S5 11052INDUSTRI AIR
MINUM ISI
ULANG

6 18111INDUSTRI
PENCETAKAN
UMUM

Kelompok ini mencakup usaha
pembuatan macam-macam
barang kerajinan dan ukir-
ukiran dari kayu, seperti relief,
topeng, patung, wayang, vas
bunga, pigura dan kap lampu.
Kelompok ini mencakup
industri air minum yang dapat
langsung dikonsumsi berupa
depot air isi ulang baik yang
dioperasikan manual oleh
manusia maupun mesin
pengisi otomatis (automatic
tap water machine) dengan
menggunakan wadah dan
tutup tanpa merk yang dapat
disediakan oleh depot
dan/atau dibawa sendiri oleh

konsumen.

Kelompok ini mencakup
kegiatan industri percetakan
surat kabar, majalah dan
periodik lainnya seperti
tabloid, surat kabar, majalah,
jurnal, pamflet, buku dan
brosur, naskah musik, peta,
atlas, poster, katalog
periklanan, prospektus dan

iklan cetak lainnya, buku



harian, kalender, formulir
bisnis dan barang-barang
cetakan komersial lainnya,
kertas surat atau alat tulis
pribadi dan barang-barang
cetakan lainnya hasil mesin
cetak, offset, klise foto,
fleksografi dan sejenisnya,
mesin  pengganda, printer
komputer, huruf timbul dan
sebagainya termasuk alat
cetak cepat; pencetakan secara
langsung tanpa adanya media
perantara ke bahan tekstil,
plastik, kaca, logam, kayu dan
keramik, kecuali pencetakan
tabir sutera pada kain dan
pakaian jadi; dan pencetakan
pada label atau tanda pengenal
(litografi, pencetakan tulisan di
makam, pencetakan
fleksografi dan sebagainya).
Termasuk pula mencetak
ulang melalui komputer, mesin
stensil dan sejenisnya. Barang
cetakan ini biasanya
merupakan hak cipta. Industri
label kertas atau karton

termasuk kelompok 17099.



7 20121INDUSTRI Kelompok ini mencakup usaha

PUPUK pembuatan pupuk hara makro
ALAM/NON primer jenis pupuk alam
SINTETIS HARA seperti pupuk fosfat alam
MAKRO (pupuk alam anorganik).
PRIMER

h. Bidang Keuangan dan Asuransi

i.

1 6414 KOPERASI Subgolongan ini mencakup

SIMPAN usaha atau unit wusaha
PINJAM/UNIT koperasi primer dan sekunder
SIMPAN PINJAM yang melaksanakan kegiatan
usaha simpan pinjam, dan
usaha simpan pinjam dan

pembiayaan syariah bagi para

Bidang Pariwisata

anggotanya
1 6812 KAWASAN Subgolongan ini mencakup :
PARIWISATA - Pengusahaan lahan

dengan luas sekurang-

kurangnya 100  hektar

dengan menata dan
membagi lebih lanjut
menjadi satuan-satuan

simpul atau lingkungan
tertentu, membangun atau
menyewakan satuan-satuan
simpul untuk pembangunan
usaha sarana dan
prasarana  wisata  yang
diperlukan dengan

persyaratan yang telah



2 5513 PONDOK WISATA

3 5519 PENYEDIAAN
AKOMODASI
JANGKA PENDEK
LAINNYA

4 5519 BUMI
2 PERKEMAHAN,
PERSINGGAHAN
KARAVAN DAN
TAMAN KARAVAN

dipersiapkan sebelumnya,

melaksanakan dan atau

mengawasi pembangunan

usaha pariwisata sesuai
persyaratan yang ada serta
membangun atau
menyediakan tempat untuk
keperluan administrasi

usaha kawasan pariwisata.

Subgolongan ini mencakup

usaha penyediaan
akomodasi pondok wisata
(home stay).

Subgolongan ini mencakup
usaha penyediaan
akomodasi jangka pendek
lainnya seperti penginapan
remaja (Youth Hostel), vila,
bumi

bungalo, cottage,

perkemahan, taman atau
persinggahan karavan atau
trailer dan lainlain.
Termasuk motel dan pondok
tamu (guesthouse).

Kelompok ini mencakup
usaha penyediaan tempat
penginapan di alam terbuka
dengan menggunakan tenda
atau dengan menggunakan
karavan, termasuk pula

karavan (kereta gandengan)



S5 5610 KEDAI MAKANAN

6

3

6199 JASA JUAL

4

KEMBALI JASA

yang dibawa sendiri.
Misalnya Bumi Perkemahan
Cibubur, dan Persinggahan

Karavan Taman Safari.

Kelompok ini mencakup
usaha jasa pangan yang
menjual dan menyajikan
makanan siap dikonsumsi
yang melalui proses
pembuatan di tempat tetap
yang dapat dipindah-
pindahkan atau dibongkar
pasang, biasanya dengan
menggunakan tenda, seperti
kedai seafood, pecel ayam

dan lain-lain.

Kelompok ini mencakup

usaha penyelenggaraan jasa

TELEKOMUNIKAS jual kembali jasa

I

telekomunikasi, seperti
warung telepon (wartel) yang
menyediakan jasa telepon,
faksimili, teleks, dan
telegraf, jasa jual kembali
akses internet
seperti,Warunglnternet/Inte
rnet Café dan jasa jual
kembali jasa telekomunikasi

lainnya.



7 5621 JASA BOGA
0 UNTUK SUATU
EVENT
TERTENTU
(EVENT
CATERING)

j.  Bidang Produksi
1 38212PRODUKSI
KOMPOS
SAMPAH
ORGANIK
k. Jasa
1 81100AKTIVITAS
PENYEDIA
GABUNGAN
JASA
PENUNJANG
FASILITAS

Kelompok ini mencakup
kegiatan yang menyediakan
jasa makanan atas dasar
kontrak perjanjian dengan
pelanggan, lokasi
ditentukan oleh pelanggan
untuk suatu event tertentu.
Kelompok ini mencakup
usaha jasa makanan jadi
(siap dikonsumsi) yang

terselenggara melalui
pesananpesanan kantor,
perayaan, pesta, seminar,
rapat, dan sejenisnya.

Biasanya makanan saji
diantar ke tempat Kkerja,
pesta, seminar, rapat, dan

sejenisnya berikut
pramusaji yang akan
melayani tamu-

tamu/peserta seminar atau
rapat pada saat pesta,
seminar/kegiatan acara
berlangsung.

Kelompok ini mencakup usaha
produksi kompos dari sampah
organik dan abu tanaman
(pupuk alam organik).

Kelompok ini secara khusus
menyediakan sebuah
gabungan jasa penunjang,
seperti pembersihan interior
umum, pemeliharaan,
pembuangan sampabh,

penjagaan dan pengamanan,



pengiriman surat, penerimaan
tamu, pencucian pakaian dan
jasa yang berhubungan untuk
menunjang operasional dalam
fasilitas klien. Kelompok ini
juga menyediakan tenaga
operasianal untuk melakukan
kegiatan penunjang ini, akan
tetapi tidak termasuk dengan
atau tanggung jawab atas
usaha atau kegiatan utama

klien

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA

Pasal 4
Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa dan BPD.
Pasal 5
Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:
a. Musyawarah Desa;
b. penasihat;
c. pelaksana operasional; dan

d. pengawas

Bagian Kesatu

Musyawarah Desa

Pasal 6
(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan
BUM Desa.



(2)

(3)

Musyawarah  Desa dapat dilaksanakan  atas
permintaan pelaksana operasional, penasihat,
dan/atau pengawas.

Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD,

serta difasilitasioleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

Musyawarah Desa terdiri atas:

a. Musyawarah Desa tahunan; dan

b. Musyawarah Desa khusus.

(1)

Pasal 8
Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana
dimaksud dalampasal 5 huruf a:
a. Pelaksana operasional menyampaikan:
1l.laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
pengawas dan penasihat untuk mendapat
persetujuan Musyawarah Desa;
2.rancangan rencana program Kkerja untuk
disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi
rencana program Kkerja.
b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil
usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo

laba yang positif.

Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan
rencana program kerja oleh Musyawarah Desa
tahunan berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada
pelaksana operasional atas pengurusan dan
pengawas atas pengawasan danpenasihat atas tugas

kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun



buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau
pengawas meminta BPD untuk melaksanakan
Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh)

hari kalender.

Pasal 9
Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan
sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan
adanya keputusan segera yang wewenangnya berada
pada Musyawarah Desa.
Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana
operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan
Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh)

hari kalender.

Pasal 10
Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila
dihadiri oleh:
a. Kepala Desa;
b. BPD; dan

c. unsur masyarakat yang terdiri atas:

1. penyerta modal;

2. perwakilan dusun atau rukun warga atau
rukun tetangga; dan

3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan
dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM

Desa.



(2)

Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan

musyawarahuntuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Musyawarah Desa berwenang:

a.

menetapkan pendirian BUM Desa;

menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan

perubahannya;
membahas dan memutuskan jumlah,
pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta
kewenangan pihak penerima kuasa fungsi
kepenasihatan;

mengangkat dan memberhentikan secara tetap
pelaksana operasional BUM Desa;

mengangkat pengawas;

mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh
BUM Desa;

memberikan persetujuan atas rancangan rencana
program kerja yang diajukan oleh pelaksana
operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa
dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa
dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja
sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM
Desa;

menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM

Desa;



m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa
untukmelaksanakan kegiatan tertentu;

n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil
Usaha BUM Desadan/atau Unit Usaha BUM Desa
yang diserahkan kepada Desa;

p- menerima laporan tahunan BUM Desa dan
menyatakan pembebasantanggung jawab penasihat,
pelaksana operasional, dan pengawas;

q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian
BUM Desa denganaset BUM Desa;

r. membahas dan memutuskan bentuk
pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh
penasihat, pelaksana operasional, dan/atau
pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang
diakibatkan olehunsur kesengajaan atau kelalaian;

s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara
proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana
operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan
iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan
operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;

u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian
seluruh kewajiban dan pembagian harta atau
kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM
Desa;

v. meminta dan menerima pertanggungjawaban
penyelesai; dan

w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor
independen untuk melakukan audit investigatif dalam
hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian

dalam pengelolaan BUM Desa.



Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 12

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

berwenang:

a.

bersama pelaksana operasional dan pengawas,
membahas dan menyepakati Anggaran Rumah
Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

bersama dengan pengawas menelaah rancangan
rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana
operasional untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana
operasional sesuaikeputusan Musyawarah Desa;
dalam keadaan tertentu memberhentikan secara
sementara pelaksanaoperasional dan mengambil alih
pelaksanaan operasional BUM Desa;

bersama dengan = pelaksana  operasional dan
pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam
rangka perencanaan penambahan modal Desa
dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa;

melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana
operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam

laporan tahunan;



g.

menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan
tahunan BUM Desa Dberdasarkan keputusan
Musyawarah Desa;

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan
atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa; dan

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan
atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah
investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu
dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam

Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

bertugas:

a.

memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana
operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM
Desa;

menelaah rancangan rencana program kerja dan
menetapkan rencana program kerja BUM Desa
berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan
organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga;

bersama pengawas, menelaah laporan semesteran
atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas
pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk
diajukan kepada Musyawarah Desa;

memberikan pertimbangan dalam pengembangan

usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

memberikan saran dan pendapat mengenai masalah
yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
meminta penjelasan dari pelaksana operasional
mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

berhak:

da.

b.

1.

memberi kuasa  kepada pihak lain untuk

melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan

Memperoleh penghasilan yang berupa:

1.Gaji Terbesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus
Ribu Ribu Rupiah)

2.Tunjangan Penghargaan sebesar Lima Perseratus
(5%) dari pendapatan bersih Bum Desa Sinar
Rembulan

3.Besaran gaji dan tunjangan menyesuaikan

kondisi keuangan BUM Desa SINAR REMBULAN.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 16
BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana
operasional yangselanjutnya disebut direktur yang

diangkat oleh Musyawarah Desa.



(1)

2.

Pelaksana Operasional periode tahun 2018 sampai

dengan tahun 2023 adalah KHAPIDIN.

Pasal 17

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16

diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh

Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam

Musyawarah Desa.

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:

a.
b.

warga Desa Rembul dan Berdomisili di Rembul;
sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita
penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai
Direktur);

memiliki dedikasi dan menyediakan waktu
sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai
direktur;

berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
mampu melaksanakan perbuatan hukum;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah dinyatakan bersalah dan
menyebabkan sebuah usahadinyatakan pailit;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana;

memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai
mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum;

memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja
sama; dan

bukan dari unsur Perangkat Desa, BPD, PNS, TNI,
Polri, pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan/atau

sedang menduduki  jabatan lainnya  yang



berdasarkan peraturan perundang-undangan
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur
BUM Desa.
Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Untuk mempermudah pemilihan pengelola
operasional BUM Desa dapat dilaksanakan Proses
Rekrutmen dengan cara seleksi Terbuka.
Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah

Desa sebagai Direktur.

Pasal 18

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh

Musyawarah Desakarena alasan:

a.
b.

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-

undangan;

. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa

dan/atau Desa;

. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau

kepatutan yangseharusnya dihormati sebagai direktur

BUM Desa;

. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

mengundurkan diri.



Pasal 19

Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali
masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu
melaksanakan tugas dengan baik selama masa
jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik
kepentingan.

Masa jabatan Direktur Bum Desa pertama dihitung

sejak diberlakukanya perdes pendirian bum desa.

Pasal 20

Direktur berwenang:

a.

bersama penasihat dan pengawas, membahas dan
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
dan/atau perubahannya;

mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha
BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM
Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dan keputusan
Musyawarah Desa;

mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa
secara internalorganisasi maupun dengan pihak lain;
mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM
Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan
manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;

mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa
selain sekretarisdan bendahara berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenaiketenagakerjaan;
melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat
persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai
ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk



mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat
persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai
ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM
Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM
Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh
Musyawarah Desa;

. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah
Desa tidakmenunjuk penyelesai; dan

mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala
tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi
kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala
hal dan segala kejadian, dengan pembatasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan
Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM

Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

Direktur Bertugas :

. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa
dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta
mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar
pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian,
dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah
Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan;



menyusun dan melaksanakan rencana program kerja
BUM Desa;

menyusun laporan semesteran pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada
penasihat dan pengawas;

menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat
dan pengawas;

atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan
pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada
Musyawarah Desa; dan

bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun
dan menyampaikan analisis keuangan, rencana
kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan
penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Menyusun Rencana pengajuan pinjaman BUM Desa
untuk dibahas pada musyawarah BUM Desa dan Desa.
Menyusun rencana Kerjasama BUM Desa dengan
pihak lain untuk dibahas pada musyawarah BUM Desa

dan Desa.

Pasal 22

Direktur berhak:

a.

b.

mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan
tentang segala haldan dalam segala kejadian;
mengangkat dan memberhentikan pegawai selain
sekretaris dan bendahara;

Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Gaji Terbesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta



Rupiah)

2. Tunjangan Penghargaan sebesar Sepuluh Perseratus

(10%) dari pendapatan bersih Bum Desa Sinar

Rembulan.

. Besaran gaji dan tunjangan menyesuaikan kondisi

keuangan BUM Desa SINAR REMBULAN.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 23

(1) Pengawas BUM DEsa SINAR REMBULAN periode 2018 sampai
dengan tahun 2023 bernama MUHAMAD ZAKI.

(2) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang

diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur

masyarakat dalam Musyawarah Desa.

(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi syarat meliputi:

a.

b.

warga Desa Rembul nama Desa Rembul;

sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita
penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai
pengawas);

memiliki dedikasi wuntuk melaksanakan tugas
sebagai pengawas;

berpendidikan minimal SMA atau sederajat;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah dinyatakan bersalah dan
menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana;

. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai

mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau



(4)

pelayanan umum;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja
sama; dan
j. bukan dari unsur Perangkat Desa dan BPD.
Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah

Desa sebagai pengawas.

Pasal 24

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh

Musyawarah Desa karena alasan:

a.

b.

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-

undangan;

. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa

dan/ atau Desa;

. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau

kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai

pengawas;

. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

mengundurkan diri.

Pasal 25

Pengawas berwenang:

a.

bersama dengan penasihat, menelaah rancangan

rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana



operasional untuk diajukan kepada MusDes;

b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional,
membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga
BUM Desa dan/atau perubahannya;

c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan
atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa;

d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan
atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah
investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan
pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa;

e. bersama dengan penasihat, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan
dan kebutuhan dalam rangka
perencanaan penambahan modal Desa dan/atau
masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;

f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan
melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat
indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam
pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat
merugikan BUM Desa; dan

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan

Usaha BUM Desa.

Pasal 26
Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh
pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap

pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar,



keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;

melakukan audit investigatif terhadap laporan
keuangan BUM Desa;

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau
pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
melakukan telaahan atas laporan semesteran
pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari
pelaksana operasional untuk di ajukan kepada
penasihat;

bersama dengan penasihat, menelaah rencana
program kerja yang diajukan dari pelaksana
operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas
laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM
Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan
kepada Musyawarah Desa;

bersama penasihat, menelaah laporan tahunan
pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk
diajukan kepada Musyawarah Desa; dan

memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil

pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 27

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri

atas:

1.

Gaji Terbesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus
Ribu Ribu Rupiah)

Tunjangan Penghargaan sebesar Lima Perseratus (5%)
dari pendapatan bersih Bum Desa Sinar Rembulan.
Besaran gaji dan tunjangan menyesuaikan kondisi

keuangan BUM Desa SINAR REMBULAN.



BAB V
MODAI, ASET, DAN PINUAMAN

Bagian Kesatu
Modal
Pasal 28

anggaran sebagai berikut:

1.Modal awal BUM Desa Sinar Rembulan Rp.133.078.000:
Penambahan modal berikutnya melalui berbagai sumber

Modal 2019 2020
Hibah (Kemendes)
Tahun2019 150.000.000
Banprov tahun 2019
20.000.000
Banprov 2020 20.000.000
Penyertaan Modal 49.452.000
Masyarakat
Investasi
Laba Ditahan
Laba Tahun Berjalan 13.279.399
TOTAL 170.000.000 | 82.731.399
2. Aset BUM Desa Sinar Rembulan Berupa
2019 2020
Asset Kantor 179.233.000 | 7.255.000
Asset Perdagangan Dan 12.220.000
Perikanan 8.000.000
Asset Pertanian, Peternakan, 7.600.000
Dan Industri Air Minum 36.600.000
Asset Unit Industri
10.071.000
Asset Unit Jasa,Produksi, 8.852.000
Pengolahan Sampah Dan Air
Bersih
Asset Unit Wisata
27.500.000
TOTAL 251.333.000 | 45.998.000




Bagian Kedua

Aset

Pasal 29
(1) Aset BUM Desa bersumber dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa
dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan

ahir tahun.

Pasal 30

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
ayat 1 huruf a adalah
a. Penyertaan modal desa
b. Penyertaan modal masyarakat

(2) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf
b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau pihak lainnya.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 31
() BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang

dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan,



akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga

keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan

sumber dana dalam negerilainnya dengan ketentuan:

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha
dan/ataupembentukan Unit Usaha BUM Desa;

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali
pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam
kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan
direktur;

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling
sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi
kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam,
dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama,
tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 32

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang

bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,-

dilakukan setelah mendapat persetujuan

Musyawarah Desa.

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang

bernilai kurang dari Rp 50.000.000,- dilakukan

setelah mendapat persetujuan penasihat dan

pengawas.



BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 33
BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan
pihak lain.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan
b. kerja sama non-usaha.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus saling menguntungkan dan melindungi
kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para
pihak yang bekerja sama.
Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha
atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga
pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki
warga negara ataubadan hukum Indonesia, dan BUM
Desa lain.

Pasal 34
Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas
berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam
bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan asetDesa.
Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau
meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun

untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko



kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset
Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil

manfaat tertentu.

Pasal 35

Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud
dalam pasal 33 ayat (2) BUM Desa dapat melakukan
kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja
sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam
bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain
berupa pengelolaan bersama sumber daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status
kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 36
Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari
atau sama dengan Rp 50.000.000,- dilakukan
setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari
Rp 50.000.000,- dilakukan setelah mendapat

persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

(1) Bentuk kerja sama usaha:

a. Pengelolaan Aset Desa;
b. Kerjasama usaha dengan nilai usaha diatas

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



dilakukan setelah mendapat persetujuan

Musyawarah Desa;

(2) Bentuk kerja sama usaha:

a. Kemitraan usaha dengan masyarakat desa;

b. Kerjasama usaha dengan nilai usaha dibawah
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dilakukan setelah mendapat persetujuan
penasihat dan pengawas;

Nilai Penyertaan modal atau investasi dari pihak ke 3
dalam kegiatan usaha BUMDesa tidak boleh melebihi
atau sama dengan 50% dari total kebutuhan
penyertaan modal.

Kerjasama usaha dengan pihak ke 3 dalam
pengelolaan aset desa, BUMDesa wajib melibatkan
Desa dan BPD dalam perjanjian kerjasama.
Perjanjian Kerjasama atau Investasi dari Pihak ke 3
dituangkan melalui perjanjian yang dikeluarkan oleh

Notaris.

Pasal 38

Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk
paling sedikit:

a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan

kebudayaan; dan

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat

persetujuan dewan penasihat dan pengawas.



BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN
HASIL USAHA

Pasal 39
(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang
diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan
pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibagi atas:

a. Pendapatan Asli Desa 40%
b. Pemupukan Modal ke BUM Desa 30%
c. Penghargaan Penasehat 5%
d. Penghargaan Pengawas 5%
e. Penghargaan Kinerja Pengelola 10%
f. Sosial 10%
3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf f untuk:
a. pemberian bantuan untuk masyarakat miskin;
b. dan bantuan bagi kelembagaan masyarakat

desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 40
Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Desa Rembul.

Ditetapkan di Rembul
pada tanggal 09 Juli 2021
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